
Menimbang 

PROVINSI SULAWESI TE 

PERATURAN WALI KOTH 

NOMOR : Fg TAHU 

TENTANG 

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDEE 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

GGARA 

BAUBAU 

N 2023 

HANAAN BIROKRASI 
KOTA BAUBAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN Yf NG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

a. bahwa untuk me 

yang efektif dan e 

pemerintahan dan 

udkan tata kelola pemerintahan 

sien guna meningkatkan kinerja 

layanan publik, perlu dilakukan 

penyederhanaan pirokrasi melalui tahapan 

penyederhanaan stjuktur organisasi, penyetaraan 

jabatan dan penyesuaian sistem kerja; 

bahwa penyesuaian||sistem kerja guna mewujudkan 

birokrasi yang dirjamis, lincah dan profesional 

diperlukan mekanisme kerja antara jabatan pimpinan 

tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan 

fungsional di lingkungan pemerintah daerah; 

bahwa berdasarkan Reraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

Tahun 2022 ten 

Pemerintah untuk 

melakukan penyes 

h Reformasi Birokrasi Nomor 7 

g Sistem Kerja pada Instansi 

enyederhanaan Birokrasi, perlu 

an sistem kerja sebagai tindak 

lanjut penyederhajl'laan struktur organisasi dan 

penyetaraan jaba 

fungsional; 

d. bahwa berdasar] 

administrasi ke dalam jabatan 

h  pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu 

menetapkan Peratuyan Wali Kota tentang Petunjuk 

Teknis Sistem Ke 

Penyederhanaan Bi 

Daerah Kota Bauba 

1. Pasal 18 ayat (6) 

Republik Indonesia ] 

2. Undang-Undang N 

Pembentukan Ko 

Republik Indonesia 

Lembaran Negara Re 

1 

E Aparatur Sipil Negara Untuk 

krasi Di Lingkungan Pemerintah 

Undang-Undang Dasar Negara 

frhun 1945; 

mor 13 Tahun 2001 tentang 

Bau-Bau (Lembaran Negara 

[ahun 2001 Nomor 93, Tambahan 

publik Indonesia Nomor 4210); 



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Neggra (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 

Negara Republik Ind 

Nomor 6, Tambahan Lembaran 

nesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 

Lembaran Negara 

sebagaimana telah 

dengan Undang-Und: 

Penetapan Peratur: 

Undang Nomor 2 

menjadi Undang-Un 

Indonesia Tahun 

Lembaran Negara Re; 

014 Nomor 244, Tambahan 

¢publik Indonesia Nomor 5587) 

beberapa kali diubah terakhir 

ang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Pemerintah Pengganti Undang- 

gdhun 2022 tentang Cipta Kerja 

dang (Lembaran Negara Republik 

P023 Nomor 41, Tambahan 

jublik Indonesia Nomor 6856); 

Peraturan Pemerintall Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai | Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Lembaran Negara 

sebagaimana  tel; 

Pemerintah Nomor 1 

ahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

epublik Indonesia Nomor 6037); 

diubah dengan Peraturan 

ff Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembar 

Nomor 6477); 

Peraturan Menteri 

in Negara Republik Indonesia 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrpsi Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Kinerja 

(Berita Negara Rej 

Nomor 155); 

Peraturan Menteri 

Pegawai Aparatur Sipil Negara 

publik Indonesia Tahun 2022 

Fendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokipsi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja padg Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Bixl' 

Indonesia Tahun 202 

Peraturan Daerah Kqg 

tentang Pembentukalr 

Kota Baubau (Lembi\ 

2016 Nomor 5); seH 
Peraturan Daerah Ko 

tentang Perubahan| 

Baubau Nomor 5 T 

dan Susunan Pei 

(Lembaran Daerah 

Nomor 2). 

pkrasi (Berita Negara Republik 

2 Nomor 181); 

ta Baubau Nomor 5 Tahun 2016 

dan Susunan Perangkat Daerah 

ran Daerah Kota Baubau Tahun 

agaimana telah diubah dengan 

ta Baubau Nomor 2 Tahun 2021 

Atas Peraturan Daerah Kota 

hun 2016 tentang Pembentukan 

angkat Daerah Kota Baubau 

Kota Baubau Tahun 2021 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

UNTUK 

PERATURAN WALI K(\DTA TENTANG SISTEM KERJA 

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI 

LINGKUNGAN PEMEM&TM KOTA BAUBAU. 

BABI 

' KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. 

2. 

10. 

11. 

12. 

Daerah Kota adalah Daerah Kota Baubau; 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pe 

yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau; 

Peran}gkat Daerah Kota adalah unsur p 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyel 

yang menjadi kewenangan Daerah; 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjy 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerin 

aksanaan urusan pemerintahan 

embantu Wali Kota dan Dewan 

nggaraan urusan pemerintahan 

tnya disebut Pegawai ASN adalah 

ah dengan Perjanjian Kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawai 

jabatan pemerintahan atau diserahi t 

berdasarkan ketentuan peraturan perund 

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedu{ 

suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas d 

Penye‘suaian Sistem Kerja adalah perbaikaj 

kerja dan proses bisnis Pegawai ASN 

pemerintahan berbasis elektronik; 

Mekanisme Kerja adalah proses dar 

menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pg 

suatu sistem dengan mengedepankan 

keterampilan; 

h dan diserahi tugas dalam suatu 

gas negara lainnya dan digaji 

ng-undangan; 

dan tata kerja yang membentuk 

an fungsi organisasi; 

n dan pengembangan mekanisme 

dengan memanfaatkan sistem 

cara kerja organisasi yang 

gawai ASN yang dilakukan dalam 

kompetensi, keahlian dan/atau 

Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat] 
atau Pejabat Fungsional yang diangkat 

IAdministrator, Pejabat Pengawas, 

ntuk memimpin suatu unit kerja 

mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat 

Administrator, Pejabat Pengawas, atau F 

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 

ejabat Fungsional yang diangkat 

untuk memimpin suatu unit organisasi tegtentu; 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah; 

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai 

Pimpinan Tinggi; 

ASN yang menduduki Jabatan 



Pejaba]!.t Administrasi adalah Pegawai 13. A 

Admix{istrasi pada instansi pemerintah; 

14, Pejabat Fungsional adalah Pegawai A 

Fungsional pada instansi pemerintah; 

15. Pelaksana adalah sekelompok Pegawai 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik| 

dan pfembangunan; 

16. Pemilik Kinerja adalah Kepala Perangkat d 

outcome/outcome antara/Output; i 

17. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan I 

rendah pejabat pengawas atau pejabat 

kewenangan; 

18. Tim Ker_]a adalah kelompok kerja pelaks( 

daerah/ Unit kerja yang terdiri dari Ketua ’I 

19. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Pengawa 

yang ditunjuk sebagai ketua untuk mel 

dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bid 

20. Anggota Tim Kerja adalah kelompok jaba 

pelaksana; 

21. Penugasan adalah penunjukan atau pengaj 

dan pjcla.ksana untuk melaksanakan tuga 

Organisasi dalam periode waktu terten 

keahlian, dan/atau keterampilan. 

Pasal 2 

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumg 

melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi 

penyederhanaan struktur organisasi dan pen 

penyederhanaan birokrasi. 

Pasal 3 

Maksud dan tujuan penyesuaian Sistem Kerj 

Pasal 2 yaitu: 

1. mewujudkan proses kerja yang efektif dan|g 

2. memastikan pencapaian tujuan, strategi, d 

3. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

4. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi inE 

SN yang menduduki Jabatan 

SN yang menduduki Jabatan 

ASN yang bertanggung jawab 

lserta administrasi pemerintahan 

aerah/Unit kerja selaku pemilik 

gsung dengan ketentuan paling 

lain yang diberi pendelegasian 

ana tugas dan fungsi perangkat 

im Kerja dan Anggota Tim Kerja; 

s/Pejabat Fungsional/Pelaksana 

ksanakan mekanisme koordinasi 

ang tugas; 

an fungsional dan/atau jabatan 

uan sukarela Pejabat Fungsional 

tertentu di bawah Pimpinan Unit 

tu sesuai dengan kompetensi, 

n bagi Pegawai ASN dalam 

pada instansi pemerintah setelah 

lyetaraan jabatan dalam rangka 

a sebagaimana dimaksud dalam 

ofisien; 

an kinerja organisasi; 

) manusia;dan 

rmasi dan komunikasi. 

Pasal 4 

Penyesuailm Sistem Kerja untuk Penyede 

dimaksud dalam Pasal 3 metiputi: 

)] 

] 

Tl 

Mekanisme Kerja;dan 

Proses Bisnis. 

hanaan Birokrasi sebagaimana 



BABII 

MEKANISME KERJA 

Bagian Kesaty 

Umum 

Pasal 5 

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalgm Pasal 4 huruf a dilaksanakan 

dengan prinsip: 

o 
r 
0
N
 

(1) 

1 

2 

@3 

orientasi pada hasil; 

kompetensi; 

profesionalisme; 

kolaboratif; 

transparansi;dan 

akuntabel. 

Pasal 6 

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud d 

a. kedudukan; 

b. pen‘ugasan; 

c. pelaksanaan tugas; 

d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 

e. pengelolaan kinerja,dan 

hlam Pasal 5, terdiri atas: 

f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Mekanisme Kerja digunakan sebagai 3 cuan dalam pengaturan alur 

pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah di 

organisasi dan penyetaraan jabatan. 

! Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 7 

Pejabat fungsional dan pelaksana berkedulc 

jawab secara langsung kepada Pejabat Pji 

Administrator, Pejabat Pengawas atau Pg 

untuk memimpin suatu unit kega 

kukan penyederhanaan struktur 

lukan di bawah dan bertanggung 

mpinan Tinggi pratama, Pejabat 

jabat Fungsional yang diangkat 

andiri berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimans| 

untuk memimpin suatu unit kerja 

peraturan perundang-undangan, pejabg 

membawahi pejabat fungsional dan pelaks‘I 

Peneqtuan kedudukan, Rincian ked 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dd 

kedudukan dan susunan organisasi Peré. 

perangkat daerah sesuai ketentuan pera 

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepega 

5 

dimaksud pada ayat (1) diangkat 

mandiri berdasarkan ketentuan 

t fungsional tersebut 

ma; 

dapat 

dukan dan tanggung jawab 

in ayat (2) disesuaikan dengan 

ngkat Daerah dan peta jabatan 

Hran perundang-undangan yang 

an. 



(1) 

@2 

3) 

4) 

(8) 

(6) 

(1) 

2 

(©] 

(1) 

@) 

Bagian Ketigal 
Penugasan 

Pasal 8 

Penugasan pejabat fungsional dan pelak a dilakukan dalam tahapan 

perencanaan; 

Tahapan perencanaan sebagaimana dimakgud pada ayat (1), meliputi: 

a. periyusunan dan penetapan perjanjian kinerja; 

b. penyusunan target kinerja;dan 

c. penugasan pejabat fungsional dan pelakra.na. 

Dalam hal diperlukan, pejabat fungsionall 

tugas tambahan berdasarkan kompetensi é 

Penyusunan dan penetapan perjanjian kin 
ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan 

undangan; 

Penyusunan target kinerja sebagaimana 

dirumuskan oleh Kepala Perangkat Daer: 

dan pelaksana dapat diberikan 

an beban kerja; 

erja sebagaimana dimaksud pada 

ketentuan peraturan perundang- 

imaksud pada ayat (2) huruf b 

Unit Kerja/Pemilik Kinerja; 

Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf ¢ diberikan secara: 

a. individu;dan /atau 

b. tim Kerja. 

Pasal 9 

Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pelaksana dapat bekerja 

secara individlu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan 

profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau 

keterampilan; 

Penugasan secara individu dan/atau 

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

dalam tim kerja sebagaimana 

pejabat fungsional dan pelaksana 

yang berasal dari dalam satu unit Kkerja, [lintas unit kerja, dan/atau lintas 

Perangkat Daerah; 

Dalam tim kerja yang anggotanya berasal 

lintas perangkat daerah, pejabat fungsion 

sebagai ketua tim diutamakan berasal dari 

Pasal 10 

Bentuk penugasan pejabat fungsional d: 

penunjukan dan/atau pengajuan sukarela; 

Penunjukan sebagaimana dimaksud pad. 

langm‘mg kepada pejabat fungsional ata; 

kinetj‘a dan/atau pimpinan unit kerja unt 

Pengajuan sukarela sebagaimana dim 

penugasan pejabat fungsional atau pelak: 

dari pejabat fungsional atau pelaksana 

tertentu; 

dari lintas unit kerja dan/atau 

al atau pelaksana yang berperan 

unit kerja pemilik kinerja. 

an pelaksana dilakukan melalui 

ayat {1) merupakan penugasan 

pelaksana oleh pejabat penilai 

k melaksanakan kinerja tertentu; 

sud pada ayat (1) merupakan 

ana atas dasar permohonan aktif 

untuk melaksanakan kinerja 



(4) 

(1) 

@ 

3 

4 

(5) 

@ 

Penuéasm pejabat fungsional dan pelaks 

(1) dit:etapkan oleh pejabat penilai kinerja 3 

Pasal 11 

Penunjukan sebagaimana dimaksud 

ana sebagaimana dimaksud ayat 

au pimpinan unit organisasi. 

am pasal 10 ayat (2), dapat 

dilakukan: 

a. dalam Perangkat Daerah /Unit Kerja; 

b. lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja;atau 

¢. lintas instansi pemerintah. 

Penunjukan dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan secara angsung oleh Kepala Perangkat 

Daerah /Unit Kerja dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja; 

Penunjukkan lintas Perangkat Daerah/U; 

pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui 

oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerjad 

Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju; 

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja) 

1it Kerja sebagaimana dimaksud 

penyampaian surat permohonan 

Pemilik Kinerja kepada Kepala 

Pemilik Kinerja yang dituju 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat penugasan kepada 

Pejabat Fungsional atau Pelaksana untu‘k melaksanakan kinerja sesuai 

surat permohonan Perangkat Daerah/Unit 

Penunjukan lintas Instansi Pemerintah s 

(1) huruf c, dilakukan dengan menyamp 

Pimpinan Instansi Pemerintah sesuai 

undangan; 

Surat Permohonan sebagaimana dimaksy 

meml.;lat: 

a. mai{sud dan tujuan permohonan pen 

pelaksana; 

b. kompetensi, keahlian, dan/atau keteram; 

c. ekspektasi/target kinerja dari pejabat 

akan ditugaskan;dan 

d. jangka waktu pelaksanaan tugas. 

Pasal 12 

Pengajuan sukarela sebagaimana dima 

Kerja Pemilik Kinerja; 

agaimana dimaksud pada ayat 

aikan surat permohonan kepada 

dengan peraturan perundang- 

i pada ayat (3) dan (4) minimal 

ugasan pejabat fungsional dan 

pilan yang dibutuhkan; 

fungsional dan pelaksana yang 

sud dalam Pasal 10 ayat (3) 

dilakukan: 

a. dalam Perangkat Daerah/ Unit Kerja; atg 

b. lintas Perangkat Daerah/ Unit Kerja. 

Pengéiuan sukarela dalam Perangkat D 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan |t 

a. Pejabat fungsional atau pelaksana me 

dapat terlibat sebagai individu atau an 

kinerja tertentu kepada Kepala Peran{'g 

Kinerja; dan 

u 

herah/ Unit Kerja sebagaimana 

melalui tahapan: 

nyampaikan secara lisan untuk 

ota tim kerja dalam pelaksanaan 

ikkat Daerah/ Unit Kerja/Pemilik 



3) 

@ 

1) 

@ 

4 

5) 

b. Ap&llbi]a Kepala Perangkat Daerah/Unit 

maka Kepala Perangkat Daerah/Unit 

surat penugasan kepada pejabat fu 

mela.ksanakan kinerja tersebut. 

Pengajuan sukarela lintas Perangkat D 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 

a. Pej;a.bat fungsional atau pelaksana men; 

dapat dilibatkan sebagai anggota tim 

kepada Kepala Perangkat Daerah/U: 

persetujuan Kepala Perangkat Daerah/U 

b. Apabila pengajuan disetujui, maka Kep: 

memberikan surat penugasan kepada 

untuk melaksanakan kinerja yang be 

Kerja/Pemilik Kinerja. 

Penugasan Indivj 

Pasal 13 

Penugasan individu dilaksanakan oleh] 

pelaksana secara mandiri; 

erja/Pemilik Kinerja menyetujui, 

rja/Pemilik Kinerja memberikan 

gsional atau pelaksana untuk 

erah/ Unit Kerja sebagaimana 

elatui tahapan: 

paikan surat pengajuan untuk 

erja dalam pelaksanaan kinerja 

it Kerja/Pemilik Kinerja atas 

it Kerja bersangkutan;dan 

a Perangkat Daerah/Unit Kerja 

yjabat fungsional atau pelaksana 

ada di Perangkat Daerah/Unit 

pejabat fungsional dan/atau 

Penuéasan individu sebagaimana di 

mem;')ertimbangka.n: 

a. kor’npetensi; 

b. keghlian;dan/atau 

c. keterampilan. 

Pejabat fungsional dan/atau pelaksana s¢ 

(1), dliberikan surat penugasan dan/atati 

berbentuk fisik atau elektronik. 

Penugasan Tim K 

i Pasal 14 
I 

Penugasan tim kerja dilaksanakan olel 

pelaksana secara kelompok dan terstruktuy 

ksud pada ayat (1) dengan 

bagaimana dimaksud pada ayat 

bukti penugasan tertulis yang 

‘Ija 

h pejabat fungsional dan/atau 

> 

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada aygt (1), dapat dibentuk oleh Kepala 

Peran:gkat Daerah/Unit Kerja dalam ran; 
dan target kinerja organisasi; 

Tim K!erja sebagaimana dimaksud pada ayg| 

a. Ketua Tim Kerja;dan 

b. Anggota Tim Kerja: 

Ketual Tim Kerja sebagaimana dimaks 

Peranlgkat Daerah/Unit Kerja yang ti 

Struk:tur Organisasi berasal dari Pejabat 

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaks: 

Perangkat Daerah/Unit Kerja yang 
struktur organisasi berasal dari pejabat 

ditunjuk dengan mempertimbangkan: 

8 

ka pencapaian sasaran strategis 

it (2), terdiri atas: 

i pada ayat (3) huruf a pada 

lak dilakukan Penyederhanaan 

ngawas sesuai tugas dan fungsi; 

i pada ayat (3) huruf a pada 

ah dilakukan penyederhanaan 

ffungsional atau pelaksana yang 



6) 

(7) 

M 

@ 

3 

Dalam pelaksanaan tugas secara individu, pej 

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, 

Daerah/Unit Kerja. 

Pelaksanaan Tugas Tin 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan tugas secara tim kerja, dilaky 

@) 

a. kompetensi; 

b. kea%hlia.n;dan/ atau 

c. keterampilan. 

Dala:fi hal terdapat anggota tim kerja linit 

atau Instansi Pemerintah, ketua tim kerja 

Unit Kerja/Pemilik Kinerja; I 

Tim Kerja sebagaimana dimaksud pad 

Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit 

Bagian Keempa 

Pelaksanaan Tug 

Pasal 15 

Pelaksanaan tugas dilakukan dalam tim ke 

Pelaksanaan tugas secara tim kerja atau 

pada ayat (1) didasarkan pada: 

a. arahan dan strategi Kepala Perangkat Daj 

b. target pencapaian kinerja Perangkat Daet 

c. keselarasan pelaksanaan tugas dan pen 

las Perangkat Daerah/Unit Kerja 

berasal dari Perangkat Daerah/ 

p ayat (2) 

{erja. 

ditetapkan dengan 

t 

as 

ja atau individu; 

individu sebagaimana dimaksud 

erah /Unit Kerja; 

ah /Unit Kerja; dan 

apaian kinerja pejabat fungsional 

atali pelaksana lain dalam Perangkat Dafrah /Unit Kerja. 

Tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana g 

a. penyusunan rincian pelaksanaan kegiata] 

jimaksud pada ayat (1), meliputi: 

n; 

b. pembagian peran pelaksanaan tugas dal 

c. pelaiksanaan kegiatan;dan 
! 

d. penyampaian hasil pelaksanaan kegiatar 

Pelaksanaan Tugas Il 

Pasal 16 

jawabé 

Pembagian tanggung jawab sebagaimana] 

atas: 

a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Pery 

b. Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fung 

| 5 | 
| 

m Tim Kerja; 

dividu 

abat fungsional atau pelaksana 

fungsi, dan kinerja Perangkat 

m Kerja 

kan dengan pembagian tanggung 

dimaksud pada ayat (1), terdiri 

ilik Kinerja; 

ional dan/atau Pelaksana; 



3) 

“ 

) 

@ 

(1) 

c. Ketua Tim Kerja; dan 

d. Anggota Tim Kerja. 

Tanggung jawab Kepala Perangkat Dae 

sebag:aima.na dimaksud pada ayat (2} huruf 

a. menyusun dan menetapkan rencana ke 

b. menyediakan dukungan sumber daya un| 

c. memberikan arahan terpadu dan masu 

kegiatan; 

d. memastikan kolaborasi dan sinergisita 

organisasi;dan 

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelalk 

Tanggung jawab pejabat penilai kinerja bj 

pelaksana sebagaimana dimaksud pada ay: 

a. menyusun dan menentukan rencana ker 

b. memastikan pelaksanaan tugas dan fy 

straltegi dan tujuan organisasi; 

c. memastikan kesiapan dukungan in 

sumberdaya yang optimal; 

d. merfnastika.n kolaborasi dan sinergisitas 

antar tim atau individu. 

Tanggung jawab Ketua Tim Kerja sebagaima 

¢ meliputi: 

a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan; 

b.membagi peran anggota tim sesuai 

dar/atau keterampilan; 

c. melaksanaan kegiatan sesuai dengan pert 

. metnberikan masukan perbaikan berkala| 

e. melaporkan hasil kinerja anggota tim 

sebagai bahan pertimbangan penilaian 

pelaksana; 

f. melfaksanakan kolaborasi dan sinerg] 
anggota tim. 

ah/Unit Kerja Pemilik Kinerja 

a meliputi: 

atan,; 

tuk pelaksanaan kegiatan; 

kan perbaikan atas pelaksanaan 

pelaksanaan tugas antar unit 

sanaan tugas tim. 

pgi pejabat fungsional dan/atau 

t (2) huruf b, meliputi: 

2 organisasi; 

ngsi organisasi sejalan dengan 

frastruktur, tata kelola, dan 

pelaksanaan tugas dan fungsi 

ina dimaksud pada ayat (2) huruf 

dengan kompetensi, keahlian, 

encanaarn; 

kepada anggota tim; 

kepada pejabat penilai kinerja 

kinerja pejabat fungsional dan 

sitas pelaksanaan tugas antar 

Tanggung jawab Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d meliputi: 

a. menyusun rencana kerja individu; 

b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi 

c. melaporkan hasil kinerja kepada Ketua T 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tuga! 

Pasal 18 

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ir 

dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tugas; 

‘ 10 

Ketua Tim Kerja; dan 

'm Kerja. 

5 Individu dan Tim Kerja 

dividu atau tim kerja dilakukan 



2 

(3 

(1) 

@) 

1) 

@ 

3 

(1) 

(2 

Pelaporan pelaksanaan tugas secara ind vidu dilaksanakan oleh pejabat 

fungsional atau pelaksana secara langsun;I kepada pejabat penilai kinerja; 

Pelapc}nan pelaksanaan tugas secara 

tahapan: 

a. Pejf;lbat fungsional atau pelaksana y: 

melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

im Kerja dilaksanakan melalui 

g berperan sebagai anggota tim 

' etua tim kerja; dan 

b.Ketua tim kerja selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja 

kepada pejabat penilai kinerja. 

i Pengelolaan Kinefja 

! Pasal 19 

Pengelolaan kinerja baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim 

kerja terdiri atas: 

a. perencanaan kinerja yang meliputi penei apan dan klarifikasi ekspektasi; 

b.pelaksanaan, pemantauan, 

pendokumentasian kinerja, pemberian 

pengembangan kinerja pegawai; 

dan pempbinaan kinerja yang meliputi 

umpan balik berkelanjutan dan 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi 

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang 

dan sanksi. 

rinexja pegawai;dan 

meliputi pemberian penghargaan 

Penge:Io],aan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perund 

Pemanfaatan Teknologi Informa 

ang-undangan. 

i dan Komunikasi 

Pasal 20 | 
Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam| 

memanfaatkan Sistem Pemerintahan Ber] 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik, 

(1) selanjutnya disingkat SPBE adalah pen 

melaksanakan tugas dan fungsi 

basis Elektronik sesuai dengan 

ebagaimana dimaksud pada ayat 

yelenggaraan pemerintahan yang 

I—
y 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terhadap layanan; 

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pa la ayat (2) adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa furgsi aplikasi SPBE yang memiliki 

nilai manfaat. 

BAB III 

PROSES BISN], 

Pasal 21 

Setiap perangkat daerah wajib menyusun g 

Penyusunan proses bisnis merupakan acu 

menggambarkan hubungan kerja yang 

organisasi; 

11 

roses bisnis; 

an bagi Pemerintah Daerah untuk 

efektif dan efisien antar unit 



(3) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan d3 
untuk penyesuaian sistem kerja; 

(4) Perbaikan dan pengembangan proses bisnis 1‘ 

dilakukan dengan penyesuaian standar oper: 

(5) Tata cara penyusunan, monitoring dan ev: 

oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan 

yang melaksanakan tugas di bidang organiszli 

(6) Tata cara penyusunan, monitoring dan eval 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundaf 

BAB IV 

KETENTUAN PENU' 

Pasal 22 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tang;lg 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkaj 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita DaI 
) 

e
 

W 

& 
Diundangkan di Baubau 

pada tanggal, 13 gwfnber 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 

In pengembangan proses bisnis 

melalui reviu dan evaluasi dapat 

sional prosedur; 

asi proses bisnis dilaksanakan 

pendampingan dari Unit Kerja 

si dan tata laksana; 

hasi proses bisnis dilaksanakan 

ng-undangan. 

JUP 

al ditetapkan. 

n pengundangan Peraturan Wali 

rah Kota Baubau. 

itetapkan di Baubau 

da tanggal, |# September 2023 

ALI KOTA BAUBAU, 

A\ ODE AHMAD MONIANSE 

F;APAF KOORDINASE 
PARSF INSTANSY UNIT KERJA 

GHOA 
AQ8Ey ] : 

Waghe_Hun “ 
BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 N 
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